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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Desain konstitusi Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengendaki adanya penguatan terhadap

sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan

pemerintahan :_:' ik jayad - kembangan studi
kepustakaan tentang BEleyi e _ dald isistem presidensial
dengan menyelisik

fokus analisisnya. Al st s Sisdgadialyen dicisHson! e pihok cksek i

Indonesia meskipun tidak menyebutkan dalam UUD 1945 menganut sistem
pemerintah presidensial, namun apabila melihat desain hubungan eksekutif dengan

legislatif maka dalam pengelompokannya sistem pemerintahan Indonesia masuk ke

! Hanta Y uda, Presidensialisme Setengah Hati, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010),
him 10.

2 Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multi Partai di Indonesia, (Al Mizan: Bandung,
2014), him. 45.

3 Ibid.,



sistem pemerintahan presidensial. Dalam desain relasi kekuasaan eksekutif dan
kekuasaan legidlatif tersebut, peran menteri menjadi sentral dalam menjembatani
hubungan kedua cabang kekuasaan tersebut, khususnya terkait dengan pembentukan

kebijakan (undang-undang).

Daam sistem presidensia, kedudukan para menteri sepenuhnya bergantung

pada Presiden. Para menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab

tugasnya, tentu safpiBBes Wb mesmblithkar) GOR g8 er emen agar ticlak
semua kebijakann {;
tentu didesari atas|

perubahan, yang

TR |7 ATEYN R | ———
pembantu presid . f a sebagai perangkat
pemerintah yang mepiBisianer ErtSarR=terChsealel -. fdhan’ tentunya akan
langsung berhadapan alat kelengkapannya

Peran menteri yang sangat strategis tersebut dalam menciptakan kestabilan
pemerintahan presidensial tidak jarang luput dari perhatian dalam kajian-kajian

sistem pemerintahan presidensial. Bahkan tinjauan atas posisi menteri sebagal

4 Jimly Asshiddigie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2, (Sekretariat dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), him. 61.
> Lihat Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara.



pembantu presiden hanya dilihat dalam pandangan antara dogmatik dan realistis.
Pandangan dogmatik ini berangkat bahwa perihal pengangkatan menteri yang
merupakan hak prerogatif presiden sudah seharusnya dalam sistem pemerintahan
presidensial diisi oleh para profesional dari pada diis oleh para politis yang
merangkap sebagai menteri. Doktrin kabinet yang diisi oleh para profesional tersebut

atau yang populer dengan istilah zaken cabinet.

ab atas pel aksanaan

e ddam sistem
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menteri merupakan kebijakan redistis diambil oleh Presiden daam rangka

membangun suara mayoritas pendukung pemerintahan di parlemen (DPR) agar dapat
lebih mudah dalam mengambil keputusan mengesahkan sebuah kebijakan dalam
bentuk undang-undang. Tidak hanya itu keputusan ini juga berkaitan dengan

kewenangan konstitusional DPR lainnya dalam menjalankan fungsinya yang

6 Jimly Asshiddigie, Op.cit., him. 62.



berkaitan dengan penganggaran dan pengawasan terhadap program-program
pemerintah. Contoh nyata dapat direfleksikan bagaimana Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) menyusun kabinetnya. Ketika menyusun kabinetnya, SBY

menggabungkan pertimbangan akomodasi politik dan kepakaran profesi.’

Upaya ini ia lakukan untuk memelihara koalisi politik yang besar sekaligus
memuluskan agenda penting kabinetnya. Meskipun keputusan ini banyak menuai
kritik, SBY tampaknya sedang mel akukan terobosan dengan menggabungkan pejabat-
pejabat yang d|p|||h atas dasarp dan profesl Segjauh ini pendekatan

ini berhasil bakhwa belum ada upaya
signifikan darifj Lk : : NGEE . li.@Politik koalisi, yang
menjadi ciri kiipSbkeOresiten I o ja kerta NaigfBrinasi kabinet. Dengan

ef, dan terpenting lagi,
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berdasarkan kahStiia
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‘-"*run NGBS
menteri memang selama m—Heak=g Shedaram nomenklatur konstitusi

maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Menurut Blacks Law Dictionary istilah prerogatif adalah sebuah hak yang eksklusif,

kewenangan, hak yang istimewa, atau kekebalan yang biasanya diperoleh dari sifat

Djayadi Hanan, Op.cit., him. 187.
8 Ibid.,



jabatan atau kelembagaan.” Menurut pengertian Inggris, istilah prerogatif memang
merupakan "residual power" yang semula ada pada rgjalratu yang berangsur-angsur
beralih ke tangan parlemen sgjak Magna Charta 1215, The Petition of Rights 1627,
The Hobeas Corpus Act, The Bill of Rights of 1689, The Parliament Act 1911, Statue
of Westminter 1931. Sementara itu, menurut Prof Bagir Manan dalam harian

Republika, Sabtu 27 Mel 2000, mengemukanan bahwa UUD '45 Tak Mengena Hak

eksekutif sebagaimp ' 6, 040, R 1 | Sacpdiieepd boris. Sebagaimana

dijelaskan oleh A .V}

Sqjak masa péhERE angsa N ¥ tevolL 3B 688, Raja sebenarnya
memiliki ol 7 haga ' LEEe upakan nama bagi
sebagian kewergiah sl N, sebagaimana telah
dikemukakan, f ada saat kapan pun
tetap ada di taf] Kgkligsadn, ter sgk
oleh Rgja itu sghdigd®a I nentertnyet: Setrati i =.- yang dapat secara

legal dilakukarjé rintah.eksekutif. ptoritas dari Undang-
Undang Parl enfé, Kapberdetar = ni. Dengan demikian
jika kita menghepESkes 2, (sebagaimana yang
dapat dengan Fatal para abdinya oleh

ketetapan-ketetas g
Asing, maka Kita- grQgal dengan pengertian yang

S e -sean utnya menyatakan bahwa
konvens konstitusi pada dasarnya merupaka aturan dasar untuk menentukan cara dan
semangat bagi pelaksanaan hak prerogatif ini, atau (yang benar-benar merupakan hal
yang sama) untuk menetapkan cara bagaimana seharusnya setiap transaksi itu dapat
dilakukan secara legal menurut hak prerogatif Raja (misalnya menyatakan perang atau

deklarasi damai).™

° Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th Edition, (USA: West Publishing Co, 2004),
him. 3745.
10 Ananda B. Kusama daam, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol 380/uud-1945-

mengenal -hak-prerogatif diakses padatanggal 3 Oktober 2016.
1 A.V. Dicey, Introduction to the Sudy of the Law of the Constitution, Terjemahan oleh
Nurhadi, Pengantar Sudi Hukum Konstitusi, Bandung, Nusa Media, 2014, him. 454.




Sebagaimana juga di Perancis, secara seksama sifat droit administratif
Perancis yang dimulai pada era Bonaparte, atau hal-hal yang diterapkannya, akan
segera mendapati bahwa dasarnya ia berpijak dan selalu berpijak, pada dua gagasan
utama yang asing bagi konsepsi orang-orang Inggris modern. Gagasan utama yang

pertama adalah bahwa pemerintah dan setiap abdi pemerintah, sebagai wakil bangsa,

memiliki sepenuhnya hak-hak khusus, hak-hak istimewa, atau hak-hak prerogatif

langsung yang pernah dilaksanakan setelah reformasi, Presiden dan Wakil Presiden
yang telah terpilih melalui proses Pemilu yang demokratis perihal pengangkatan
menteri pun tidak lepas dari pertimbangan politik karena adanya koaisi parta

pendukung pemerintahan sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya. Bahkan

2 Ibid., lihat him. 327-328.



pada kondisi tertentu Presiden seakan tidak leluasa untuk menggunakan hak
prerogatifnya dalam mengangkat menteri karena harus menunggu persetujuan dari

pimpinan partai politik pendukung pemerintah.

Relas bertahap antara penyelenggaraan Pemilu, pembentukan koalisi dan
pengangkatan menteri-menteri, seakan telah terpolarisasi dalam fenomena yang sama.

Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Cheibub bahwa peluang untuk mengatur

pembentukan koali $F8 @alui distribusi kursi

pada lembaga legislh #4} cpabila akibat dari
pemilu legislatif jpartai politik, dan
kondisi tersebut b - 8 iiah peluang untuk

mengamati yang daf s alisi.13

Pada tahun - -Jusuf Kalla yang
maju sebagai pasan l{ ya hanya dicalonkan
oleh tiga partai. -':; DEIdkTAl Partal Keadilan dan
Persatuan Indonesia serta—PoraE=E setelah  memasuki

-

putaran kedua pemilu hingga ditetapkannya pasangan Susilo Bambang Y udhoyono-
Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden, maka partai-partai lain mulai merapat
menjadi bagian koalis pendukung pemerintahan Susilo Bambang Y udhoyono-Jusuf

Kala. Bergabungnya beberapa partai menjadi partai pendukung Susilo Bambang

B Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, (Cambridge

University Press: Cambridge, 2007), him.70.



Y udhoyono-Jusuf Kalla sgak ditetapkannya hasil putaran pertama pemilu Presiden
hingga menjelang pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai
Presiden dan Wakil Presiden jelas berdampak terhadap komposis kabinet yang
ditempati oleh sgjumlah kader partai pendukung Susilo Bambang Y udhoyono-Jusuf
Kalla. Selain dari tiga partal tersebut posisi sejumlah menteri juga berasal dari Partai

Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai

#1 Dengan demikian

06 yang telah diawali

menghindari minority president kemudian SBY membentuk koalisi besar dengan
tambahan Partai Golkar di dalamnya. Hasil yang kemudian mempengaruhi komposisi
kabinet yang mengakomodir kader-kader dari partai koalisi untuk membangun koalis

besar pemerintahan.

14 Saldi Isra, 10 Tahun Bersama SBY, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), him.131.



Lain halnya dengan model dan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2014. Pada saat kampanye di pemilu, baik partai
pengusung Joko Widodo maupun Joko Widodo sendiri berjanji akan membentuk
koalis tanpa syarat dan akan mengangkat menteri-menteri dari kalangan profesional

yang ketika itu dapat diterjamahkan dengan orang-orang yang bukan berasal dari

parta pendukung koalisi. Namun faktanya kemudian komitmen pengangkatan

kepemimpinan Soekarno-Hatta, peran menteri di isi oleh Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP)*® yang notabene anggotanya berasal dari anggota Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Peran KNIP sebagai pembantu presiden kemudian

berakhir dan berubah menjadi lembaga legisatif dengan dikeluarkannya Maklumat

B Lihat Pasal 1V Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan



Wakil Presiden No X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Sementara peran
menteri diis oleh Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggung

jawab kepada KNIP.

Lain halnya juga ketika kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa orde
baru. Pemerintahan otoriter yang diciptakan oleh Soeharto banyak kalangan yang

menyebutkan kalau segala keputusan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaran

pemerintahan negargFserase pengangkatan dan

pemberhentian ; yang benar-benar

mengangkat mente : ) annya dan tunduk

kepadanya.

Dominas G© | yang kemudian
menguasai mayoritg & lu berkoalis untuk
membangun sebua ,,'f.;' sgumlah kurs
menteri dengan pSgEPY S Br =R )P engen  berakhimya

praktik ketatanegaraan di Indonesia yang berusaha memperkuat atau memurnikan
sistem presidensial. Hal yang kemudian juga dapat dinilai berimplikasi terhadap

dinamika hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri.

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu tidak mungkin tidak

akan mempertimbangkan aspek politis dalam mengambil keputusan. Selain diserahi

10



kewenangan yang diatur dalam konstitusi, posisi Presiden dan Wakil Presiden
sebagal pemegang kekuasaan lembaga kepresidenan menuntut mereka bertindak
politis khususnya dalam hubungan dengan lembaga perwakilan, di mana keduanya
sama-sama dipilih melalui pemilu sebagai proses politik. Menurut Power dan Taylor,
koalis presidensial merupakan pilihan logis untuk mengimbangi dampak pemecah

belah karakteristik institusiona semacam gabungan presidensialisme, sistem

g

prerogatif presiden yang terdestruks OTeh Tealitas politik telah bertolak belakang
dengan cita penguatan sistem presidensial di Indonesia dalam rangka mewujudkan

citanegara hukum di Indonesia.

Daam sistem pemerintahan presidensial kedudukan Presiden memang sangat

kuat. Untuk itu dalam konstitusi terklait dengan relas Presiden dan DPR dibatasi

16 Djayadi Hanan., Op.cit., him. 69.
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bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Selain itu secara filosofis didasari
atas Presiden bersama Wakil Presiden dan DPR sama-sama dipilih secara langsung
oleh rakyat. Namun sebagaimana diutarakan sebelumnya tentang bagaimana Presiden
dan Wakil Presiden melalui redlitas politik seperti pembentukan koalisi yang juga
berimplikasi langsung terhadap penggunaan hak prerogatif presiden dalam
pengangkatan menteri, kondis tersebut mengungkapkan identitas politik Presiden

g -

Schax ahilk Bagai_anggota partai politik.

dan Wakil Presiden dan schagjaiy/@RkiTAR

Banyak pandangan § '»._ bt PhDBI Koa e it felari Indonesia yang
menganut sistem kekuatan politik
mayoritas Presiderf i : meém SLluah kodlis partai
pendukung pemering

Pada ranah hal yang dilarang.

e0ra Indonesia. Sementara identitas politik

menjadi representasi rakyat, bangsa d

semestinya berada di DPR sebagai lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih

v Menurut K Bartens, jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru

(KBBI, edisi, ke-1, 1998), disitu “etika” dijelaskan dengan membedakan tiga arti: “1) ilmu tentang apa
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau
nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan
atau masyarakat”. Dari apa yang disampaikan oleh K Bartens tersebut menunjukan bahwa
pengambilan supah atau janji oleh pejabat negara dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden dan menteri
selain terikat dengan etika (kode etik) normatif, juga terikat oleh etika dan moral dengan masyarakat
karena adanya janji (kampanye politik) sebagai keharusan moral untuk ditepati. Lebih lanjut lihat K.
Bartens. Etika, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011), him. 4-16.
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melalui pemilu yang dicalonkan melalui partai politik. Menurut Saldi Isra, cara paling
mudah untuk menentukan sistem pemerintahan pada sebuah negara adalah dengan

memerhatikan dimana |etak objek utama yang diperebutkan.®

Dari tiga penyelenggaran pemilu langsung di Indonesia, arah perebutan
kekuasaan tampak terpecah menjadi tiga, yaitu: (a) DPR; (b) Presiden dan Wakil

Presiden; dan (c) kementerian negara yang pengisian jabatannya merupakan hak

prerogatif Presiden fkars REas atau kedaulatan

rakyat dengan mak ! ana mengkonversi
suara menjadi if & kehendak umum
sebagaimana .-"=, Contract Social.

Rousseau menj el asgi.

Hukum  sebagsi apaiisaiey 8. Maiyalahiik i jos, ~efbsiasi  sipil. Rakyat
mengabdikan dirigpacieehukel vai ikmat ittifkarena merekalah yang
telah membuatilye 8lam perkaitan untuk
mengatur persyeta farr ol bagaimanakah cara

mereka mengat Ap: e g, atau inspires yang
muncul secara HRgei . et fiki JFpiranti atau perangkat

Bagaimana dengan orang banyak yang tidak mendapatkan penerangan secukupnya,
yang acap kali tidak mengetahui apa yang diinginkannya karena mereka jarang
mengetahui apa yang baik itu dapat sulit seperti suatu sistem perundang-undangan?
Bagi rakyat sendiri selalu menghendaki yang baik, tetapi tentang keadaan dirinya
sendiri mereka tidak senantiasa melihat apa yang dilakukannya. Kehandak umum itu

18 Saldi lsra, Pergeseran Fungs Legislasi,Menguatnya Model Legislas Parlementer dalam

Sstem Presidensial Indonesia, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010), him. 28.

19 Lihah Seri Buku Panduang International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA), Sandar-Standar Internasional untuk Pemilu- Pedoman Peninjauan Kembali
Kerangka Hukum Pemilu, (2002), him 24.

2 Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, terjemahan dari Du Contract Social, Alih bahasa:
Sumardjo, (Erlangga: Jakarta, 1986), him. 31-34.
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senantiasa benar, tetapi pertimbangan yang menuntunnya tidak selalu dapat dijelaskan.
Oleh karena itu adalah penting membuat rakyat mengetahui segala hal sebagaimana
adanya. Kadangkala sebagaimana seharusnya mereka hadapi, menunjukan pada
mereka jalan yang benar, yang sedang mereka cari guna melindungi mereka dari
hembusan suara bujuk rayu kehendak perorangan; untuk membantu mereka untuk
dapat melihat bagaimana saling hubungan antara tempat dan waktu; untuk membantu
mereka untuk membuat keseimbangan atas perhatian mereka akan daya-tarik langsung
kearifan; dan untuk melawan ketakutan serta kejahatan yang tidak mereka ketahui.
Individu melihat kebaikan yang mereka tolak, dan publik menghendaki kebaikan yang
tidak mereka lihat. Semuanya memerlukan tuntutan yang sama. Beberapaa harus
membuat kehendaknya sesuai dengan pertimbangan yang sehat, dan yang lain harus
digarkan apa yang mereka kehendaki. Dari peningkatan pengetahuan publik akan
menghaslkan kesatuan perti mbanan dan kehendak dalam lembaga sosid. Darl

sebagai kesel UEERE=E YT NipkeR T fkebutunan kehadiran

Apa yang ¢ gisk ¢ el terse 1 kan bahwa penting
membuat rakyat un Ler| SorNe i e _‘~: pengambilan

%fan pun keinginan-

terhadap kebaikan yang Ak P TRgara. Lebih lanjut lagi
- I.- .r

menurut Rousseau konsekuensi pe g paling penting dari beberapa

prinsip yang ditetapkan ialah, hanya kehendak umumlah (general will) yang dapat

2 Joseph A. Schumpeter, Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi, terjemahan dari Capitalism,
Socialism, and Democracy, Alih bahasa: Teguh Wahyu Utama, (Pusataka Pelgjar: Y ogyakarta, 2013),
him. 419
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mengatur kekuatan negara dengan cara yang disetujui untuk mencapai tujuan akhir

lembagaiitu, yakni kebaikan bersama.

Adanya rentang waktu antara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan
pengangkatan menteri membuka peluang adanya komunikasi politik antara partai
pendukung pemerintahan untuk menempatkan beberapa kader partai koalisi dalam

kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bahkan tidak jarang menteri yang

Weakil Presiden

diambil sumpah

menteri diisi dari internal PDIP.%

2 Op.cit., him. 22.

= http://nasional .tempo.co/read/news/2015/10/25/078712926/survei-csis-rakyat-ingin-kabinet-
jokowi-dirombak diakses pada hari Senin, 29 Februari 2016. Hal yang senada juga disampaikan
Peneliti IRES Usamah Hisyam mengatakan, masyarakat Indonesia menghendaki kabinet didominasi
oleh tokoh profesional murni, berusia muda, dan memiliki pengalaman serta kepakaran di bidangnya
masi ng-masing. "Ini memang yang  dikehendaki presiden  terpilih," ujarnya.
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Maka dari itu, pengangkatan menteri yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil
Presiden dengan lebih mengakomodir partai-partai kolaisi membuat corak sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia mengalami sejumlah peralihan praktis ke arah
sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian hak prerogatif presiden yang
sgjatinya mutlak, tergerus oleh praktik kompromi-kompromi politik dalam koalisi

yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berkuasa. Oleh karena

B. Rumusan Ma 1
Dari uraian {4 BElS { VE KBk [ppermasal shan yang

hendak diteliti delarf) Doadifian

http://www.cnnindonesia.com/palitik/20140915123325-32-3304/susunan-kabi net-jokowi-j k-versi-ires/
diakses pada Senin, 29 Februari 2016
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C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari
penelitian ini adalah;
1. Untuk mengetahui dinamika hak prerogatif presiden dalam pengangkatan
menteri pada era pemilihan presiden secaralangsung di Indonesia;

2. Untuk mengetahui dan menemukan konsepsi hak prerogatif presiden dalam

Manfaat i By dith ke BeCpénulis sendiri, tetapi

juga bagi pihak-gi A I 21119 masyarakat pada

c. Hasll pendlitian ini diharapkan memperkaya tulisan-tulisan ilmiah yang
berkaitan dengan keilmuan hukum.
2. Manfaat Praktis, yaitu :
a. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi praktis hukum, penyelenggara negara dan masyarakat dalam menyikapi

dinamika hak prerogatif presiden pada pengangkatan menteri kedepannya,;

17



b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi
bagi penelitian yang akan datang.
E. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1. Pengertian Teori

Menurut Shorter Oxford Dictionary teori mempunyai beberapa definisi,

yang Fesipiin akademik “suatu
skema i 13 dianggap sebagai
penjel atau fenomena...
suatu | J ¥ ego hukum, prinsip
umum padlamati.** Sementara
itu m a intelektual yang
dicipt pjek yang dipelgjari
secar ggaikan cerita cerai
berai ta "“wii _SARES _. an secara teori bisa

ZZ :
fam, sesuatu yang mempunyai wujud yang

dilihat sebagai sesuatu yang fa
baru dan bermakna tertentu.?®> Menurut Malcom Waters secara umum
terdapat tiga tipe teori yaitu: %

1. Teori forma adaah teori paling inklusif. Teori forma mencoba
menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataa dalam masyarakat

2 Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, (Rafika Aditama:
Bandung, 2008), him. 22.

% Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, (Genta Publishing: Y ogyakarta, 2010), him. 1.

% Ibid., him. 23.

18



atau interaksi kesdluruhan manusia yang dapat dijelaskan
(diterangkan). Seringkali teori tertentu mempunyai karakter yang
paragdigmatik, yaitu mencoba untuk menciptakan agenda keseluruhan
untuk menciptakan agenda keseluruhan untuk praktik teoritis masa
depan terhadap klaim paradigma yang berlawanan, teori tentu juga
seringkali mempunyai karakter yang fungsional, yaitu mencoba untuk
mengindentifikasikan seperangkat prinsip tunggal yang merupakan
landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dapat
diterangkan.

Teori substantif, sebaliknya kurang inklusif. Teori ini mencoba untuk
tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan
hal yang khusus, misalnya sgja tentang hak pekerja, dominasi politik,
tentang kelas komltmen agama atau perllaku yang menyimpang.

; teoritis yang lebih
fpan-pernyataan yang
pada hubungan-
g belum terbukti

lebih kongkrit yang mana sebagai berikut : %

1

Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal

yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.

27

Ibid., him. 25.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1984), him.123-124.
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2. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengena gejala-
gegjaa tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai
interelasi yang serasi.

3. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori harus mencakup

semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan masing-

masing bersifat tuntas.

ini tentu tetap

g@n. Menurut Black’s

kumpulan atas prinsip-prinSig Yang mana tentang sebuah keadaan yang
sebenarnya® Sebagaimana dinyatakan oleh W. Friedmann yang
menyatakan bahwa seluruh pemikiran sistematik teori hukum pada satu

Sisi berkaitan dengan filsafat, dan sisi lain dengan teori politik.

29

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Op.cit., him. 4616.
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Seringkali titik tolaknya adalah filsafat dan ideologi politik berperan

sebagai pelengkap.®

Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh filsafat dan politik
umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan
sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam

metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli modern, seperti teori

dendiri %! Pandangan

Bj to Rahardjo yang

fikan dan ditunjukan
yri, dengan demikian
e organlsmkan dan

pandangan yang-tealiel™ Fase rang yang tergabung dalam aliran-
aliran tersebut.* '

1.2. Beberapa Teori dalam Penelitian Hukum
Kerangka teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah ini

yaitu:

%0 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, terjemahan dari Legal Theory, Alih bahasa

Mohammad Arifin, (PT Rga Grafindo Persada: Jakarta, 1996), him. 1.
3 Ibid., him. 3.
% Satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), him. 269.
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a. Negara Hukum
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mendeklarasikan secara eksplisit kalau Indonesia adalah
negara hukum. Identitas negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan untuk menegaskan dalam

menjalankan negara hukum harus dijadikan sebagai panglima dan

#¥9aflaku di Indonesia
negara hukum.
. ubahan pernyataan

ptakan pada bagian

konstitusi  tersebut pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara
hukum berada pada bab tentang bentuk negara dan kedaulatan yang
pada bab yang sama disandingkan dengan pernyataan tentang

“kedaulatan rakyat” atau “demokratis”.
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Secara mendasar hal ini dapat dipahami agar hukum juga harus
dibentuk dan ditegakan secara demokratis atau mencerminkan
kedaulatan rakyat. Hukum yang diterapkan dan ditegakan harus
mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya
peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan

kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan

'::,_-'_' -
Zed
atau sekelompok orafng

masyarakat; dan (2) individu atau kelompok individu yang berdaul at
ini tidak patuh pada siapa pun juga diatasnya® Pandangan Austin

yang ingin memvalidasi hukum tentu dalam konteks negara hukum

Janedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan UUD 1945, (Konstitusi Press: Jakarta, 2012), him. 8.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (PT Gramedia Pustaka
Utama: Jakarta, 2008), him. 114.

Andre Uta Ujan, Filsafat Hukum, (Kanisius: Y ogyakarta, 2009), him. 71.
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modern sangat rentan untuk disalahgunakan oleh kekuasaan yang

berwenang membentuk hukum.

This should provide a solid theoretical identity for the notion of
the ““rule of law”, meant as the normative and institutional structure
of a modern state within which the legal system — and not other

functional subsystems — is entrusted with the task of guaranteeing

political power to
an identitas teoritis
biinaksudkan sebagai

[Bicérn di mana sistem

)

adalah pemisahan anta endak politik dan putusan hukum.

Hukum diangkat “di atas” politik; maksudnya, hukum positif
ditegakkan untuk menentukan bahwa persetujuan publik, yang

dibuktikan oleh tradis atau proses konstitusional, telah dijauhkan

% Danilo Zolo, The Rule of Law: A Critical Reappraisal,( Daniel Zolo and Pietro Costa. et.al.

Law and Philoshopy Library Val. 8, Rule of Law History, Theory, and Criticism, Springer: Netherland,
2007), him. 7.
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dari kontroversi politik.>” Untuk itu meskipun secara parsial, secara
teoritik sebuah negara hukum harus memenuhi beberapa aspek dasar
untuk dapat menjamin tegaknya hukum secara adil, melindungi hak-
hak warga negara, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan

yang sesual dengan tujuan atau cita negara.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum (rechtsstaat) yang

negara-negara yang bercorak sistem anglo-amerika.

Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist™, prinsip-

prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan

3 Phillipe Nonet & Phillip Salznick, Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi, terjemahan

dari Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Alih bahasa: Raisul Muttagien
(Bandung: Nusa Media, 2010), him. 64.
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bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of
(udiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak
diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang
dianggap ciri penting negara hukum menurut The International
Commission of Jurist itu adalah: (1) negara harus tunduk pada

hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu; (3) peradilan

o

of Law); (4) .~=r'" ; -. (5) Organ-Organ Campuran
Y ang Bersifat Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
(7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara
(Constitutional Court); (9) Perlindungan Hak Asas Manusia; (10)

Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); (11) Berfungs

Jimly Asshiddigie, Op.cit., him. 199.
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Mewujudkan Tujuan Kesgahteraan (Welfare Rechtsstaat); (12)
Transparansi dan Kontrol Sosial; dan (13) Ber-Ketuhanan Yang

Maha Esa.*®
b. Teori Kontrak Sosial

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam

LR gkauan kekuasaan

NI -
JirdUu baik secara sendiri

maupun secara bersama yang berhubungan dengan pemerintahan.
Their bitterest enemies, naturally, were the extreme Catholics, and it

should not be particularly surprising to find the latter, in their turn,

% Jimly Asshiddqgie, Negara Hukum Indonesia, dalam makalah yang disampaikan dalam rangka

Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari
2010.
40 Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitus dan Pelaksanaannya di

Indonesia, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994), him. 9.
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resorting to contractarian arguments.* (Musuh bebuyutan kontrak
sosial secara aami, adalah katolik ekstrim, dan seharusnya tidak
terlalu mengegjutkan untuk menemukan yang terakhir, pada
gilirannya, beralih ke pendapat-pendapat yang berkaitan dengan

kesepakatan).

Teori kontrak sosia secara umum terdapat tiga kategori besar
yaitu:  mord,
moral  dalam
sial dalam kontrak
Bhentuk dari kesatuan

individu dan hak

-

kontrak sosial, akan tetapi mereka berpandangan yang berbeda terkait
dasar pijakan awa kontrak sosia dan bagaimana proses menuju
kesepakatan bersama tersebut. Terutama yang diutarakan oleh

Hobbes, John Locke dan Rousseau. Dalam pandangan Hobbes

4 Michael Lessnoff, Social Contract, (Macmillan Education, London, 1986), him. 39.
42 Lihat David Boucher dan Paul Kelly et.a, The Social Contract from Hobbes to Rawls,
(Routledge: London, 1994), him. 1.
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gagasan kontrak sosialnya itu sangat tidak biasa di mana digunakan
teori kontrak sosia untuk membela dan menegakkan otoritas
penguasa, memang (hampir) otoritas mutlak.** Sementara itu Locke
berkebalikan dengan Hobbes, teori kontrak sosial adalah untuk
membatasin otoritas politik melaui ide hak alamiah yang tidak dapat

dicabut. Konspesi ini sangatlah individualis yang secara signifikan

7 s pemimpin rakyat
awal, Rousseau

kontrak sosial

before."*® (Masalahnya adalah untuk menemukan bentuk asosiasi
yang akan membela dan melindungi dengan kekuatan umum seluruh

orang dan barang dari masing-masing asosiasi, dan di mana masing-

5& RS

Ibid., him. 46.

Lihat Ibid., him, 60.

Jean Jacques Rousseau, Op.cit., him. 87.
Ibid, him. 14.
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masing, sementara menyatukan dirinya dengan semua, mungkin

masih mematuhi dirinya sendiri, dan tetap sebebas sebelum).

Rousseau ingin menunjukan adanya persamaan hak antara
individu baik ketika sendiri maupun ketika mangadakan kontrak
sosial (bersama). Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial iaah
bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari adam (nature)

universal; artinya

: apakah ia rgja,

0 dentuan-ketentuannya
erfentukan di satu pihak
ik menyelenggarakan

fani Di pihak lain rakyat
ghin. Pada hakikatnya

lgilk mendobrak dasar
politik rakyat.”

e ———

dengan hukum yang juga dibentuk atas kehendak hukum. Atas dasar
ini maka munculah istilah kedaulatan rakyat yang kemudian
bertransfomasi dengan istilah demokrasi hingga hari ini. Teori dan

sistem tersebut diterjemahkan lalu terlembagakan melalui sistem

4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar |Imu Politik, (PT Gramedia Pustakan Utama: Jakarta, 2008),
him. 111.
8 Ibid.,
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Pemilu yang jujur dan adil. Menurut Khairul Fahmi setidaknya
terdapat empat prinsip dasar dari kedaulatan rakyat atau demokrasi:
kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara  mayoritas  dan
pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama adalah prinsip yang
bersifat esensial dan dua prinsp kedua merupakan prinsip

prosedural.*

TAS A

o

tindakan seseorang bisa selalu benar dilihat sebagai benar atau salah,
terlepas dari situasi atau konsekuensi. - Juga disebut absolutisme etis;
etika obyektif). Menurut JJ.H. Bruggink perkataan moral juga

memiliki suatu arti lain, yaitu teori tentang mora sebagai

49

him 37.
50

51

Khairul Fahmi, Pemilu dan Kedaulatan Rakyat,(PT Raa Grafindo Persada: Jakarta, 2011),

K. Bartens, Etika, Op.cit.,
Bryan A. Garner, Op.cit., him. 3193
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keseluruhan kaidah dan nilai. Untuk itu dipergunakan juga istilah
etika. Jadi etika adalah teori tentang moral dalam arti pertama, yakni

kesel uruhan kaidah dan nilai.>

Dari kesamaan maksud tersebut sebagai bentuk sifat kepatutan
atas tindakan, maka dalam uraian selanjutnya akan digunakan kata

“etika” ataupun “moral” dengan maksud yang sama atau menghindari

pat tinggal yang

, adat, akhlak,

Fepg———,

-

menerus. Penemuan akan tentang etis adalah penemuan tentang suatu

kriteria yang mempunyai ciri normatif.>* Menurut Franz Magnis-

52 J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan dari Rechtsreflecties, Alih bahasa: B.
Arief Sidharta, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996), him. 224.

5 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.cit., him. 258.

> C.A. Van Peursen dalam HM. Nasruddin Anshoriy. Ch, Dekonstruksi Kekuasaan, (LKiS:

Y ogyakarta, 2008), him. 32.
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Suseno ada empat aasan kenapa etika kenapa etika sangat

diperlukan:®

1. Seseorang hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik,
juga dalam bidang moralitas;
2. Seseorang hidup dalam masa transformasi masyarakat yang

tanpa tanding. Perubahan yang sedang terjadi dibawah

an sosia budaya
an oleh pelbagai
AN cara menawarkan
316n objekif;

, u. 3 | yang disatu pihak

pka dalam  iman

perubahan itu.

Sebagai sebuah cabang dari filsafat, pada umumnya para ahli
menggambarkan sistem filsafat etik itu dalam 4 cabang, yaitu sebagai

berikut:

Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar, (Kanisius: Y ogyakarta, 1989), him. 15-18.
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1. Descriptive ethics: etika yang berkenaan dengan perilaku yang
benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang.

2. Normative ethics atau prescriptive ethics: etika yang berkenaan
dengan perilaku yang dinilai sudang seharusnya dilakukan.

3. Applied ethics. etika yang berkenaan dengan pengetahuan

tentang moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan

btB8) Mengenai etika serta
=0 posisinya sebagal

Re idupan yang ada

s ¥ i it

manusia baik sebagai mahkluk sosial maupun sebagai pribadi.>’

Secara beriringan dengan para pemikir (filosof), mahzab filsafat

56

43.
57

Jimly Asshidiqgie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), him,

Mikhael Dua, Moralitas dan Tantangan Zaman, dalam Moralitas Lentara Peradaban Dunia,
kumpulan tulisan tentang etika dan moral, (Kanisius: Y ogyakarta, 2011), him. 7.



serta teori-teorinya menurut K Bartens, teori-teori tentang etika

dibagi sebagaimana berikut:>®

1. Teori Hedonisme
Teori ini berangkat dengan bahwa tujuan hidup manusia adalah
mencari kesenangan/hidup senang. Bak untuk diri sendiri

maupun untuk menyenangkan orang lain.

oleh banyak ahli
agian yang berbeda
sing. Dalam etika
utilitarianisme, kéhta aat menjadi tolak ukurnya. Dalam
pandang Jeremy Bentham sebagai salah satu tokoh berpengaruh
sampailah dia pada the principle of utility yang berbunyi the
greatest happines of the the greatest number.

4. Teori Deontologi

% K. Bartens, Etika, Op.cit., hlm 249-278.
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Semua dari sistem etika yang dibahas sampa di sini
memperhatikan hasil perbuatan. Baik tidaknya perbuatan
dianggap tergantung pada konsekuensinya. Teori ini
dipopulerkan oleh Immanuel Kant.

2. Kerangka Konseptual

a. Lembaga Negara

lefigan istilah “alat-alat
menyatakan alat-al at

L ———

i Presiden, setingkat
Agung dan Dewan

berlaku kembali setelah DeRHt=P eﬂden 1959, sama sekali tidak memberl
panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ penyelenggara
negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui satu kata “lembaga negara” pun
sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga
negara. Yang ada “badan”, misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945
“pbadan” dipergunakan untuk menyebut Badang Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” untuk menyebut “badan
kehakiman”. Dalam Pasal Il Aturan Peralihan dipergunakan istilah “badan”.
Begitu pula untuk menyebut MPR, penjelasan UUD 1945 menggunakan

% Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara,

(KRHN: Jakarta, 2005), him. 32.
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istilah “badan”. Untuk DPRD Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah
“badan”.

Keberadaan lembaga negara atau yang juga disebut sebagai organ
negara menjadi fondasi dasar dalam penyelenggaraan urusan negara dan
pemerintahan sebagal sebuah organisasi kekuasaan. Keberadaan organ-
organ negara menjadi keniscayaan untuk mengis dan menjalankan
negara.  Pembentukan  lembaga

negara/lorgan  negara/alat-alat

dari mekanisme

tahan.*°

ketika disusun dan diadopsi, cenderung mencerminkan keyakinan dan
kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan
yang bertentangan, yang menjadi karakteristik dari masyarakat pada
waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan

dan kepentingan politik atau hukum sgja la mungkin mencakup

& Ibid., him. 14.
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kesimpulan-kesimpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi
dan sosid yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun

konstitusi.®*

Amandemen yang dilaksanakan mula dari tahun 1999 hingga 2002 ini
memberikan perubahan besar terhadap UUD 1945 naskah awad

kemerdekaan dengan naskah amandemen. Meskipun telah mengalami

C
c
W

.

3
2
ot
@
S
=
2

16 bab, 3 A | T glihan, 2 ayat aturan
tambahan dan bagian penjel. Sementara itu setelah mengalami empat
kali amandemen, UUD 1945 terdiri dari: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3
pasal aturan peraihan, 2 Pasal aturan tambahan dan menghapuskan

bagian penjelasan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian awal, organ

61 K.C Wheare, Konstitusi-Konstituss Modern, terjemahan dari Modern Constitutions,

terjemahan: Muhammad Hardani, (Pustaka Eureka: Surabaya, 2003), him. 103.
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negara menjadi penting dalam menjalankan amanat rakyat dan
mempertahanakan eksistensi pemerintahan serta negara sebagai entitas
hukum dan sosial. Dalam UUD 1945 amandemen, perubahan paling besar
sangat terasa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya
terhadap kelembagaan negara yang bertugas dan memiliki kewenangan

(pemisahan kekuasaan) untuk menjalankan fungsi negara, pemerintahan

S h

dipisahkan sesuai fungsi yang ditetapkan konstitusi tersebut meniru

konsep yang dibawa oleh Montesquieu.

62 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan dari The General Theory

Law and Sate, Terjemahan: Raisul Muttagien, (Nusa Media: Bandung, 2011), him. 276.
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Meskipun tidak mengadopsi secara mutlak trias politica yang dibawa
oleh Montesquieu, namun secara prinsi-prinsip lembaga-lembaga negara
dijalankan berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan. Hal yang paling
fundamental dalam amandemen UUD 1945 terletak pada Pasal 1 ayat (2)

dan ayat (3) dimana menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang

dijalankan menurut UUD dan Indonesia adalah negara hukum. Meskipun

serta pemerintahan. Dengan demikian pola hubungan yang dibangun
adalah pola hubungan yang sggar antar lembaga negara baik yang
disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 maupun yang secara
implisit. Salah satu contohnya adalah mempertahankan sistem

presidensial yang sampai saat ini masih dianut oleh Indonesia.
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Amandemen UUD 1945 selain menghilangkan beberapa lembaga
negara lama atau merubah kewenangan lembaga negara yang telah ada,
juga melahirkan lembaga-lembaga negara baru. Hasil proses amandemen
UUD 1945 merupakan jawaban atas kebutuhan negara, terkait dengan
lembaga negara baik yang disebutkan secara eksplisit maupun secara

implisit dalam UUD 1945. Adapun lembaga-lembaga negara tersebut

(DPD); terian Negara; (6)
M ahkarieh At congtit ;;u'lio Yudisial; (9)
Badan |:.. ._»_-r;‘..'.'- > | e be ah; (11) Komisi

Pemilu; i 2" Al séntr Al BT erter ANEE@ el Indonesia; (14)

di dunia, dikena tiga sistem
pemerintahan: 1) sistem pemerintahan parlementer; 2) sistem
pemerintahan presidensial; dan 3) sistem pemerintahan campuran atau

yang disebutkan lain seperti, semi presidensial atau kuasi presidensial.

Dalam pandangannya Sri Soemantri yang menyarikan pendapat Shepard
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L. Witman dan John J. Wuest menyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan
tersebut sebagai berikut:

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer:

1. Sistem pemerintahan tersebut adalah berdasarkan pada asas
percampuran kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, sistem
pemerintahan parlementer untuk pertama kali dikembangkan di
kergjaan Inggris. Dalam konvens ketatangaraan di Inggris Raja
(baca Ratu) Inggris akan menetapkan Ketua Partai Politik
pemenang Pemilu menjadi Perdana Menteri sekaligu pembentuk
kabinet. Yang akan dlangkat menjadi setingkat menteri inti adalah

vang-berasal darl partal polltlk pemenang
A ! O -‘ 1€ |

firtera kepala eksekutif
Berdasarkan ciri ini

menterl bertamoguAgEveaD sepmuhnyakepadakepalael@ekutlf

3. Kepala eksekutif tidak dapat membubarkan badan legidatif
(parlemen, Congress) dan sebaliknya kepala eksekutif tidak harus
mengundurkan diri (berhenti) jika tidak memperoleh dukungan
mayoritas dari legidatif (parlemen, Congress).

4. Kepaa eksekutif (Presiden) dipilih oleh Dewan Pemilih
(Electoral College) atau dipilih langsung rakyat secara langsung
dalam satu Pemilu. Oleh karena Presiden dipilih oleh Dewan
Pemilih atau dipilih langsung oleh rakyat secara langsung sebagai
konsekuensinya Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan
mana pun, kecuali melalui impechment.

Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang
mengandung unsur-unsur, baik yang terdapat sistem pemerintahan
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parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan
presidensial. Terhadap sistem ketiga ini ada yang menamakannya semi
presidential government.®®

Lain halnya dengan Gina Misiroglu yang mengklasifikasikan sistem
pemerintahan dengan membaca relasi antara dua lembaga negara yaitu
eksekutif dan legislatif.** Pendapat serupa juga diutarakan oleh Ni’matul

Huda. Berdasarkan sifat hubungan antara hubungan antara organ-organ

alan negara itu, khususnya

AS

dalam polarisasi sebagai berikut:®®

6 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan, (PT Remaja

Rosdakarya: Bandung, 2014), him. 161-166.

o4 Saldi Isra, Op.cit., him. 24.
6 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Rajawali Pers. Jakarta, 2010), him. 252.
66 Thomas Poguntke dan Paul Webb, The Presidentialization of Politics: A Comparative Sudy

of Modern Democracies, (Oxford University Press. New York, 2005), him. 6. Lihat juga dalam
makalah Feri Amsari, Lembaga Kepresidenan di Indonesia., disampaikan dalam acara diskusi publik
dengan tema: Lembaga Kepresidenan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet Republik
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Gambar 1
Presidentialized Gover nment Presidential
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hukum yang diperoleh dengan metode library research/normative legal research
di mana juga akan uji dan digabungkan dengan data primer berupa wawancara

dengan narasumber yang ditentukan serta data sekunder berupa putusan peradilan

yang telah berkekuatan hukum tetap.

Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Konstituss (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas
Andalas di Padang, 11 April 2013.



1. Bentuk dan Sifat Pendlitian

Penelitian ini berbentuk penelitian diagnostik yang bersifat deskriptif.
Dikatakan diagnostik karena penelitian bermaksud menyelidiki dan
mendapatkan keterangan tentang suatu fenomena,®’ yang dalam ha ini
adalah terkait bagaimana dinamika hak prerogatif oleh Presiden dalam

pengangkatan menteri dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia

. 'w._,T.' -.’

S o ANG2E

2.1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulas karena yang akan diteliti

adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus

67
68

Soerjono Soekanto, Op.cit, him. 10.
Ibid.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana: Jakarta, 2006), him. 133.
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tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan tentunya
akan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi
yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang hendak diteliti.
2.2. pendekatan konseptual (conseptual approach)
Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan

hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti. Dengan

brangka pelacakan
Péhdekatan ini sangat

dh hukum dari waktu

o Pvnsh
WKUKo dengan mengadakan stud

perbandingan hukum dibeberapa negara.
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan
adalah:

3.1. Data Primer
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Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung
di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melaui studi di lapangan
dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti
ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh

informasi_darj+espereRs Tanya dengan masalah yang di

teliti .L T;,l.

Tahun 2003 tentang Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden;

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden;
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara;

70

Soerjono Soekanto, Op.cit , him. 67.
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e. Putusan-putusan Peradilan yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan
hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan

sumber dari internet.

- b
dengan permasal ahan, sefr frdata yang lebih terstruktur.

. Andisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian, diolah dan dianalisis secara:
a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan di analisis

dengan menggunakan uraian kualitatif agar dapat mengetahui



bagaimana dinamika hak prerogatif presiden dalam pengangkatan
menteri pada ere pemilihan Presiden secaralangsung di Indonesia.

b. Deskriptif Anadlisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti
diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan
sistematis tentang bagaimana dinamika hak prerogatif presiden dalam

pengangkatan menteri pada ere pemilihan Presiden secara langsung di
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